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BAB IV

ANALISIS FAKTOR DAN PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG ISBAT

A. Faktor Pendorong Masyarakat Tigaraksa Melakukan Isbat Nikah
Isbat Nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Isbat nikah pada dasarnya adalah upaya untuk memperoleh Akta Nikah. Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Seperti misalnya permohonan isbat nikah yang diajukan ke PA Tigaraksa mempunyai bermacam-macam tujuan, yaitu :

1. Perkara Nomor 416/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, pemohon mengajukan isbat nikah karena nikah sirri. Adapun tujuan permohonan tersebut adalah untuk Mengurus akta kelahiran Anak serta administrasi lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Perkara Nomor 0441/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, pemohon mengajukan isbat nikah karena nikah sirri. Adapun tujuan permohonan tersebut adalah untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta lahir anak kandung dan melengkapi administrasi kependudukan.

Dari semua permohonan Isbat Nikah tersebut, sebagian besar karena kutipan menikah sirri. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan sarat sahnya perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti, tetapi bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan tersebut.

Akan tetapi di Indonesia sebagai negara hukum, ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti autentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

B. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa
Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa sering terjadi. Karena memang masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah dan kebanyakan nikah sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan tidak dicatatnya pernikahan seseorang di Kantor Urusan Agama (KUA), maka nantinya akan kesulitan ketika akan mengajukan keperluan administrasi seperti pembuatan akta cerai anak, pendaftaran ibadah haji, pencairan dana pensiun PT Taspen, penetapan ahli waris, dan keperluan lainnya.
Adapun syarat-syarat pengajuan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah tersebut antara lain :
1. Photocopy KTP (Pemohon dan Termohon) Itsbat Nikah.

2. Photocopy Kartu Keluarga (KK).

3. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.

4. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah. 
Setelah melengkapi persyaratan di atas, ikuti langkah-langkah dibawah ini

1. Silahkan datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat Pemohon, misalkan berada di Tigaraksa, maka harus datang dan mengajukannya di Pengadilan Agama Tigaraksa.

2. Membuat Surat Permohonan Itsbat Nikah. Surat Permohonan tersebut dapat dibuat sendiri atau bisa meminta bantuan kepada petugas pusat bantuan hukum atau POSBAKUM yang berada di Pengadilan Agama dengan biaya cuma-cuma alias gratis.

3. Setelah mendapat Surat Permohonan Itsbat Nikah, silahkan foto copy berkas berkas berikut: KTP 2 Rangkap, KK 2 Rangkap, Surat Penolakan dari KUA 2 Rangkap, serta dokumen dokumen pendukung lain.

4. Silahkan daftarkan permohonan ke petugas yang berada di pengadilan.

5. Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, Pemohon dapat mengajukan perkara tersebut dengan cuma-cuma atau prodeo dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa setempat. Apabila pemohon mendapatkan fasilitas prodeo, maka seluruh biaya perkara pemohon akan di tanggung oleh pengadilan.

6. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan sekurang-kurangnya 3 minggu setelah pendaftaran perkara.

7. Menghadiri persidangan. Datanglah ke Pengadilan Agama sesuai dengan yang telah di jadwalkan dalam surat panggilan, upaya untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat. Untuk sidang pertama bawa dokumen seperti surat panggilan sidang, serta dokumen-dokumen seperti yang disebutkan di atas. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP, KK, atau kartu identitas lainnya yang asli. Untuk  sidanhg selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon serta Termohon kapan tanngal untuk sidang selanjutnya. Untuk sidang kedua dan seterusnya ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan permintaan hakim.

8. Jika permohonan yang diajukan dikabulkan oleh pengadilan, maka Hakim akan mengeluarkan Penetapan Itsbat Nikah. Salinan itsbat nikah baru bisa diambil setelah 14 hari setelah persidangan terakhir.

9. Setelah mendapat salinan putusan penetapan itsbat nikah tersebut, Pemohon dapat meminta KUA setempat untuk  mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan menunjukan bukti salinan penetapan pengadilan

Adapun hal-hal yang bisa diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) KHI, yaitu :
1. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
2. hilangnya akta nikah,
3. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku UU Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan untuk pelaksanaan sidang isbat nikah sama dengan sidang lainnya. Yaitu dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan membawa permohonannya. Kemudian membayar panjar biaya perkara untuk pelaksanaan sidang. Setelah itu dilaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan permohonan isbat nikah, keterangan pemohon, dan dilanjutkan dengan pembuktian. Bukti yang dapat disampaikan dalam persidangan adalah bukti surat dan saksi. Dari rangkaian persidangan ini, Majelis Hakim akan memperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan permohonan tersebut. Setelah itu Majelis Hakim akan memperoleh kesimpulan dan bisa memberikan penetapan berdasarkan fakta-fakta hukum tadi.
Setelah penetapan isbat nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim, pemohon akan memperoleh akta nikah dari KUA setempat. Akad Nikah ini merupakan bukti autentik bahwa telah terjadi suatu perkawinan. Maka dari itu perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, yaitu adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Sehingga para pemohon yang telah melakukan pencatatan perkawinan akan memperoleh akta nikah untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (tajdid an-nikah) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun alasan permohonan isbat nikah untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf e KHI.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Isbat Nikah
Dalam memutus perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, Majelis Hakim memerlukan berbagai pertimbangan. Agar nantinya keputusan yang diberikan itu adil dan bijaksana. Seperti beberapa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai beberapa perkara permohonan isbat nikah sebagai berikut

1. Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara isbath nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbath nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa  keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbath nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa.

2. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/isbath nikah dengan alasan Pemohon I telah manikah dengan Pemohonb II menurut agama Islam di wilayah hokum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hokum lainnya.

3. Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1) atas nama para Pemohon dan Kartu Keluarga (P.2), serta bukti P.3. surat-surat tersebut diperiksa oleh ketua Majelis, dicocokan dengan aslinnya dan ternyata benar, bermaterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, serta keterangan para saksi yang terkait dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, telah terbukti para pemohon sebagai subjek hokum yang memiliki hak dan kualitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini.

5. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, tersebut, terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukun pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara a quo  secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa.

6. Menimbang bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenannya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengan keterangannya.

7. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada asasnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (status keperdataan), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

8. Meimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut status hukum perkawinan seseorang (status keperdataan), maka sesuai Pasal 1910 KUH Perdata, sebagai pengecualian dari Pasal 1909 KUH Perdata, saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan para pemohon dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

9. Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di persidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materil memiliki kekuatan dalil pembuktian.

10. Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan isbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang isbat nikah tetap tidak berubah, bahwa isbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974.

11. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

12. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memperintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut para Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Dalam putusan isbat nikah ini hakim sudah mempertimbangkan dan menelaah permasalahan dan kronologi permasalahan pemohon mengajukan isbat nikah. Dan sudah diuraikan oleh penulis di atas. Maka dari itu penulis mewawancarai Hakim (Asep Sayuti) yang menangani perkara tersebut. Maka dari itu hasil hasil dari itu semua ataupun perkara yang di teliti oleh penulis ini menerapkan dan memberikan wawasan kepada penulis. Bahwa masyarakat disekitar PA Tigaraksa kenapa nikah itu tidak langsung dicatatkan ke KUA setempat. Pada dasarnya masyarakat ingin dicatatkan akan tetapi ada beberapa faktor kenapa masyarakat itu lebih memilih untuk menikah terlebih dulu.

Adapun alasan masyarakat itu karena faktor ekonomi, terbenturnya persyaratan ketika pengajuan pernikahan secara resmi di KUA, ada juga masyarakat tidak tau pentingnya Buku Nikah tersebut. Maka  dari itu permasalahan ini sebenarnya hal yang mudah untuk masyarakat pahami akan tetapi dengan faktor-faktor di atas kadang masyarakat memikirkan ulang untuk mengambil jalan Isbat.
Berdasarkan itu Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal sehingga permohonan Isbat tersebut dikabulkan dan prosedurnya sebagai berikut :
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